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RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DOBO

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan
Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan
Negeri Dobo Tahun 2020-2024. Pengadilan Negeri Dobo adalah pelaksana kekuasaan kehakiman
yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum.

Rencana Strategi ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan
Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun
waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil
Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan dibawahnya
Tahun 2015 dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua
puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya
disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Dobo.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Satua Kerja Pengadilan Negeri Dobo ini
disusun berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Peradilan

Umum pada Pengadilan Negeri Dobo.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) ini masih belum sempurna, oleh
sebab itu kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari semua pihak

untuk penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) ini kedepannya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu
memberikan sumbangsi pikiran dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024
ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan

dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dobo.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran
Pengadilan Negeri Dobo dalam menjalankan tugas pokoknya, dibidang administrasi,
organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Negeri Dobo merupakan Peradilan
Tingkat Pertama dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai
pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Dobo bertugas dan berwenang
menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (Lima) tahun secara sistematik dan
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada
pada lingkungan Pengadilan Negeri Dobo. Rencana strategis ini di jabarkan ke dalam
program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini
kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh Sumber Daya
Manusia (SDM) yang berkompeten, ditunjang sarana dan  prasarana serta
memperhitungkan perkembangan di lingkungan Pengadilan Negeri Dobo, baik
dilingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Dobo dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah
untuk mendukung tercapainya visi dan misi mahkamah Agung Republik Indonesia
sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pengadilan Negeri Dobo berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Aru yang
sementara beralamat di Jalan Ali Moertopo Kec. Pulau-pulau Aru Provinsi Maluku.
Wilayah hukum Pengadilan Negeri Dobo pada prinsipnya merupakan wilayah
administratif Kabupaten Kepulauan Aru.

Kabupaten Kepualauan Aru terdiri dari 10 Kecamatan meliputi:

1. Kecamatan Pulau-Pulau Aru 6. Kecamatan Aru Tengah Timur
2. Kecamatan Sir-sir 7. Kecamatan Aru Tengah Selatan
3. Kecamatan Aru Tengah 8. Kecamatan Aru Selatan

4, Kecamatan Aru Utara 9. Kecamatan Aru Selatan Timur
5. Kecamatan Aru Utara Timur 10. Kecamatan Aru Selatan Utara



Pengadilan Negeri Dobo Kelas Il mempunyai ruang sidang sebanyak 2 (dua) ruang
sidang, yaitu: 1 (satu) ruang sidang utama dan 1 (satu) ruang sidang anak.

Ruang sidang utama dan Ruang sidang anak dipergunakan selain untuk
menyidangkan perkara juga dipergunakan untuk pelaksasaan rapat rutin bulanan dan
kKegiatan rapat lainnya.

Administrasi peradilan pada Mahkamah Agung oleh undang-undang dibedakan
menjadi 2 (dua) administrasi, yaitu administrasi perkara dan administrasi umum.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Pengadilan Negeri Dobo dalam menyelenggarakan administrasi terdiri dari Ketua, Wakil
Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana,
Panitera Muda Hukum, Kasub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan,
Kasub Bag. Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Kasub Bagian Umum dan
Keuangan, Panitera Pengganti, Jurusita, Pegawai/ Staf dan tenaga honorer/pekerja tidak
tetap.

Sesuai data terakhir tahun 2021, jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan

golongan di Pengadilan Negeri Dobo sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dengan rincian

sebagai berikut:
Ketua : 1 Orang
Wakil Ketua : 1 Orang
Hakim : 4 Orang
Panitera : 1 Orang
Sekretaris : 1 Orang
Panitera Muda : 3 Orang
Kasub Bagian : 3 Orang
Panitera Pengganti : 1 Orang
Jurusita : 1 Orang
Staf : 6 Orang

Untuk tenaga honorer atau pekerja tidak tetap di Pengadilan Negeri Dobo

berjumlah 8 (delapan) orang.
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1.2 Potensi dan Permasalahan

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Dobo mencakup hal-hal yang memang sudah
diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang

dikembangkan kemudian, mencakup:

a. Aspek Proses Peradilan

Meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan melalui
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan one gate integrated service.

Alur Proses atau Prosedur beracara di Pengadilan sudah
disosialisasikan dengan baik melalui papan pengumuman.

Proses Peradilan telah dituangkan dalam SOP (Standar Operasional
Prosedur) yang dilakukan Review dan Perbaikan pada setiap tahunnya,
dan telah disosialisasikan kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan
Negeri Dobo.

Membantu pencari keadilan untuk mendapatkan informasi melalui
Meja informasi dan pengaduan yang telah disediakan di Pengadilan
Negeri Dobo.

Tersedianya layanan Posbakum sebagai bentuk bantuan hukum
kepada masyarakat tidak mampu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Hukum.

Dengan adanya Perma Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, dengan ketentuan diwajibkannya para pihak untuk
hadir sendiri dalam proses mediasi berdampak pada kemungkinan
tercapainya perdamaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Dobo
menjadi meningkat.

Dengan terbitnya Perma Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Larangan
Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, pencari Kkeadilan dapat
dengan cepat mendapatkan kepastian hukum atas perkara tersebut.

Dengan adanya ketentuan Perma Nomor : 7 Tahun 2016 tentang

Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan



Peradilan Dibawahnya, dapat meningkatkan atau memicu kinerja hakim

menjadi lebih baik lagi.

Untuk memenuhi Perma Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), maka Pengadilan
Negeri Dobo telah menyediakan meja Informasi dan Pengaduan untuk
mempermudah para pencari keadilan untuk mendapatkan informasi dan
menyampaikan keluhannya.

Berdasarkan Perma Nomor: 2 tahun 2021 tentang perubahan Perma
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan
Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dengan adanya ketentuan
sebagaimana diatur dalam perma tersebut dapat mempermudah hakim

dalam menjalankan tugasnya.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Jumlah Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengadilan Negeri
Dobo dinilai tidak cukup untuk menangani perkara yang ada, dimana
Jumlah Hakim Pengadilan Negeri Dobo berjumlah 6 Orang (termasuk
Ketua dan Wakil Ketua), Panitera Pengganti berjumlah 5 Orang ( Panitera,
Panmud dan PP) dan hanya 1 orang Jurusita.

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Dobo secara berkala
diberikan pengarahan dan bimbingan disetiap bulannya oleh unsur
pimpinan Pengadilan Negeri Dobo.

Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Dobo, sesuai dengan jadwal
yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, secara berkala dan terstruktur
telah mendapatkan pengarahan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan
untuk meningkatkan pengetahuan dan skill dalam bekerja, baik yang
diadakan oleh Balitbangdiklatkumdil MARI atau Pengadilan Tinggi Ambon.
Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Dalam rangka mewujudkan Perma Nomor : 8 Tahun 2016 tentang
Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya sesuai dengan

Pasal 1 ayat (1), maka Pengadilan Negeri Dobo telah melaksanakan rapat



rutin bulanan yang dilaksanakan setiap hari Kamis pada minggu kedua

setiap bulannya yang membahas semua capaian kinerja dan kendala atau
permasalahan yang dihadapi, serta solusi pemecahannya.

Hakim Pengawas aktif membuat Laporan Pengawasan tiap bulannya
dan dilakukan evaluasi dan pemecahan masalah atas temuan yang
didapat oleh Hakim Pengawas.

Aplikasi Absensi Online yang dapat membantu memantau
kehadiran/absensi Hakim dan Pegawai, yang hasilnya dipantau setiap
bulan sehingga bagi yang melanggar ketentuan disiplin jam kerja dapat
diberikan peringatan lisan ataupun tertulis.

. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Telah dibuat SOP teknis dan non teknis yang dilakukan review
setiap tahun, yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan tugas
seluruh Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Dobo.

Telah dilakukan pengecekan setiap bulannya terhadap penulisan buku-
buku register perkara, pembukuan keuangan biaya perkara (pihak ketiga)
serta pembukuan keuangan anggaran (DIPA) yang ditandatangani setiap
bulannya.

Pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Versi 4.1.1 aplikasi PTSP dan Direktori Putusan telah berjalan baik dan
dipantau pelaksanaannya setiap harinya.

Telah dibuat Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 sebagai
arah/panduan dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman tingkat pertama.

Aspek Sarana dan Prasarana

Gedung Sementara kantor Pengadilan Negeri Dobo terletak di jalan Ali
Moertopo Dobo Kab. Kepulauan Aru. Tahun 2018 merupakan tahun awal
bagi Pengadilan Negeri Dobo dioperasionalkan, selama dua bulan akhir di
tahun 2018 Pengadilan Negeri Dobo telah melakukan pembenahan kantor
agar menjadi kantor yang layak dan dapat memenuhi standar pelayanan
diperadilan.

Yurisdiksi Pengadilan Negeri Dobo mencakup 10 Kecamatan di

Kabupaten Kepulauan Aru dengan Luas Wilayah mencapai 8.152,42 km2



B.

dan jumlah penduduknya mencapai lebih dari 105.742 jiwa. Luas

Wilayah dan Jumlah Penduduk merupakan faktor Kekuatan/Strenght yang
diperoleh oleh Pengadilan Negeri Dobo untuk dapat memberikan

pelayanan hukum yang berkeadilan secara luas kepada masyarakat.

Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Dobo dirinci dalam

beberapa aspek:

a.

Aspek Proses Peradilan

Jaksa Penuntut Umum dan Tahanan datang terlambat yang
mengakibatkan lambatnya pelaksanaan sidang serta Para pihak datang
terlambat yang berimplikasi terhadap terlambatnya pelaksanaan sidang.

Dalam proses mediasi apabila para pihak tidak dapat hadir dalam
proses mediasi, maka berdampak akan berkurangnya perdamaian
diantara kedua belah pihak.
Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Masih kurangnya pegawai pada Pengadilan Negeri Dobo, akibatnya
banyak pegawai yang melakukan tugas rangkap dan banyak pekerjaan
yang dilakukan oleh pegawai honorer.

Saat ini Pengadilan Negeri Dobo hanya memiliki 22 orang Pegawai
(6 Orang Hakim, 1 Orang Panitera, 1 Orang Sekretaris, 3 Orang Panmud, 3
Orang Kasubbag, dan 6 Orang Staf) dengan jumlah Pegawai yang ada di
Pengadilan Negeri Dobo tersebut, masih kurang dengan kebutuhan
Pengadilan Negeri Dobo yang memerlukan minimal 30 Pegawai untuk
menjalankan roda administrasi dengan baik tanpa adanya rangkap
jabatan/tugas baik di Bagian Kepaniteraan maupun di Bagian
Kesekretariatan.
Aspek Sarana dan Prasarana

Karena menempati Kantor sementara sehingga terdapat kekurangan
ruangan untuk penyimpanan Arsip Berkas Perkara dan Arsip Umum serta
Perpustakaan. Ruang kerja yang sempit, sehingga kurang dapat

memberikan rasa nyaman dalam bekerja.



Jumlah alat pengolah data berupa Komputer ataupun Laptop yang
dapat mendukung terlaksananya Informasi Perkara berbasis Teknologi
Informasi masih kurang.

Keadaan halaman kantor yang sering digenang air ketika hujan,
mengakibatkan kenyamanan dan ketenangan bekerja jadi berkurang.

Mengharapakan pembangunan gedung kantor baru dapat segera

dilaksanakan dan digunakan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Dobo

untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

a. Aspek Proses Peradilan
Adanya SIPP/CTS Pengadilan Negeri Dobo versi 4.1.1 yang dapat
diakses melalui http://sipp.pn-dobo.go.id/ yang tujuannya untuk
mempermudah para pencari keadilan mendapatkan informasi.
b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Adanya tunjangan Kkinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam
meningkatan kinerja. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang
dilaksanakan Pengadilan Tinggi Ambon maupun Mahkamah Agung untuk
meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan.
c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan indikator kinerja
utama (IKU) sebagai pedoman penyusunan standar kinerja individu.
Adanya kegiatan pengawasan secara berkala, baik secara internal oleh
masing-masing Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Dobo
maupun pengawasan eksternal dari Pengadilan Tinggi Ambon.
d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Dukungan dan koordinasi yang baik antara aparatur peradilan
secara internal maupun dengan instansi penegak hukum eksternal di

wilayah hukum Pengadilan Negeri Dobo.



e. Aspek Sarana dan Prasarana
Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi (1.T.) di Pengadilan
Negeri Dobo berupa PTSP, SISUPER, dan E-BIMA pada Pengadilan Negeri
Dobo.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Dobo yang akan
dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan
sebagaimana yang diharapkan.

a. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Personil di Pengadilan Negeri Dobo belum seluruhnya menguasai sistem
teknologi informasi di Pengadilan Negeri Dobo.
b. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Kurangnya jumlah pegawai sehingga adanya pegawai yang merangkap
pekerjaan lainnya, yang mana hal itu mempengaruhi tertib administrasi dan
manajemen peradilan.
c. Aspek Sarana dan Prasarana
Belum tersedianya lahan parkir kendaraan yang memadai disebabkan
keterbatasan lahan yang dimiliki Pengadilan Negeri Dobo.
d. Aspek Anggaran

Masih terbatasnya anggaran bagi Pengadilan Negeri Dobo.
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Pengadilan Negeri Dobo termasuk dalam sistem peradilan satu pintu (one gate
integrated service) dari lingkungan peradilan umum, dan merupakan salah satu dari
pengadilan tingkat pertama yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ambon, di
bawah Mahkamah Agung. Visi Misi Pengadilan Negeri Dobo mengacu pada Mahkamah
Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman yang tertinggi di Republik Indonesia. Visi
Pengadilan Negeri Dobo adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Dobo yang Agung”.

2.2 MISI
Adapun misi Pengadilan Negeri Dobo, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Dobo

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Negeri Dobo
4. Memberikan Aksesbilitas, Informasi dan Transparansi kepada masyarakat.
Adapun motto pengadilan Negeri Dobo adalah “PENGADILAN NEGERI DOBO yang
MUTIARA = Mudah, Unggul, Transparan, Independen, Adil, Ramah, Akuntabel”.

2.3 TUJUAN

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran dari pernyataan visi
yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan diformulasikan tujuan
strategis, Pengadilan Negeri Dobo akan dapat secara tepat mengetahui apa yang
harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun

waktu yang telah ditentukan.
Tujuan Startegis

Tujuan strategis yang ditetapkan Pengadilan Negeri Dobo adalah sebagai berikut:



2020-202%

e Pertama, menunjukan MUDAH dalam menerima layanan, agar pencari keadilan

merasa mudah, nyaman dan merasa kebutuhannya terpenuhi;

e Kedua, mengupayakan UNGGUL dalam pekerjaan maupun pelayanan, agar mampu
memerikan kepuasan bagi masyarakat.

e Ketiga, melayani secara TRANSPARAN agar tercipta pelayanan yang HEMAT
waktu, tenaga dan biaya.

e Keempat, Penyampaian informasi yang INDEPENDEN agar terwujud visi badan
peradilan yakni menjadi salah satu badan peradilan yang agung.

e Kelima, Bersikap ADIL agar setiap produk yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri
Dobo memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan.

e Keenam, memberikan pelayanan yang RAMAH kepada setiap pencari keadilan.

e Ketujuh, menunjukkan data yang AKUNTABEL bagi setiap masyarakat dan

pegawai dalam lingkungan wilayah Pengadilan Negeri Dobo

2.4 SASARAN STRATEGIS
Sasaran yang akan dicapai atau yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra)

Pengadilan Negeri Dobo adalah :

Peningkatan produktifitas penyelesaian perkara.

b. Peningkatan keberterimaan (akseptabilitas) putusan Hakim.

c. Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara.

d. Peningkatan kenyamanan (aksesibilitas) masyarakat terhadap peradilan (acces to
justice) dengan didukung oleh teknologi informasi berbasis website.

e. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

f. Peningkatan kualitas pengawasan.

Keenam sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Dobo

dalam Tahun 2020 - 2024.
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Sasaran strategi dan indikatornya dapat digambarkan dalam tabel sebagai

berikut :

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel

Peningkatan akseptabilitas
putusan hakim

Peningkatan efektivitas
pengelolaan penyelesaian
perkara

Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (access to justice)

Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan

Peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia

INDIKATOR KINERJA

Prosentase Mediasi yang diselesaikan;

Persentase mediasi yang menjadi akta

perdamaian;

c. Jumlah perkara yang diselesaikan;

d. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan;

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan;

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan;

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum :

a. Banding

b. Kasasi

c. Peninjauan Kembali

a

oo

. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi,

PK yang disampaikan secara lengkap;

b. Persentase berkas yang diregister dan siap
disidangkan oleh majelis;

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas
putusan tepat waktu, tempat dan para pihak;

d. Persentase penyelesaian penyitaan tepat waktu
dan tempat.

e. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;

Persentase perkara yang dapat diselesaikan

dengan cara zetting plaat (di luar gedung);

c. Persentase (amar) putusan perkara (yang
menarik perhatian masyarakat) yang dapat
diakses secara online dalam waktu masimal 1
(satu) hari kerja sejak diputus;

d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu

oW

(miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan

perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti.

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis
yudisal;

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis
yudisial;

c. Persentase pegawai yang dipromosi untuk
menduduki jabatan teknis dan non teknis.

50
100

100

100

100

1:25
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100

100

100
100

100
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Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

192/KMA/SK/X1/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama, maka Rencana

Strategis Pengadilan Negeri Dobo disinkronisasikan dengan Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Negeri dapat dijabarkan dibawah ini :

Target
Sasaran Strategis Indikator Sasaran

1. Terwujudnya proses peradilan
yang pasti, transparan dan
akuntabel

2 Peningkatan efektivitas
pengelolaan penyelesaian
perkara

a. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan :
- Perdata
- Pidana

. Persentase perkara:

- Perdata
- Pidana
yang diselesaikan tepat waktu

. Persentase penurunan sisa perkara :

- Perdata
- Pidana

. Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum :
- Banding

- Kasasi

- PK

. Persentase perkara pidana anak yang

deselesaikan dengan diversi

. Index responden pencari keadilan yang

puas terhadap layanan peradilan

. Persentase isi putusan yang diterima oleh

para pihak tepat waktu

. Persentasi perkara yang diselesaikan

melalui mediasi

. Persentase berkas perkara yang diajukan

banding, kasasi dan PK secara lengkap
dan tepat waktu

. Persentase putusan perkara yang

menarik perhatian masyarakat yang dpat
di akses secara online dalam waktu 1 hari
setelah diputus

100

10

95

100

100

100
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Target
Sasaran Strategis Indikator Sasaran

Meningkatnya akses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang

bagi masyarakat miskin dan diselesaikan
terpinggirkan
b. Persentase perkara yang diselesaikan di 0
luar gedung pengadilan
c. Persentase pencari keadilan golongan 100
tertentu yang mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
Meningkatnya kepatuhan Persentase putusan perkara yang 0
terhadap putusan pengadilan ditindaklanjuti (di eksekusi)

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun
2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi MENDUKUNG
TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN

NEGERI DOBO, maka Pengadilan Negeri Dobo menetapkan 4 sasaran strategis sebagai
berikut :

1.

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3.
4

. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan peradilan;

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;

13
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1.1.

BAB III
ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan
berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan
setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana
strategis periode 2015-2019.

Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan
penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya
ringan, pos bantuan hukum, restorative justice dan sistem peradilan pidana terpadu
sebagai berikut :

Penyelesaian Perkara

Beban perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung tahun 2015-2019 adalah
sejumlah 93.663 perkara terdiri dari perkara yang diterima tahun berjalan
sebanyak 80.637 ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 13.026
perkara. Perkara yang berhasil diselesaikan sejumlah 93.446 perkara atau
99,76%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 217 perkara atau 0,23%.
Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan,
Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus
2015. penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada
diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil
maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), para pihak harus berada
dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh
melebih 25 (dua lima) hari. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Small Claim
Court pada lingkungan peradilan umum tahun 2015-2019 sebanyak 14.570
perkara, pada lingkungan peradilan agama sebanyak 12.684 perkara.

Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi

administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA
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No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara

Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara,
pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan
putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya
dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan
perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing
lingkungan peradilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya
ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur
e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara
elektronik tanpa hadirnya para pihak didepan pengadilan.

Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara,
pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam
pertukaran dokumen jawab-menjawab, pembuktian, dan penyampaian putusan
secara elektronik.

e Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung
Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara
menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pada tahun 2015-2019,
Pengadilan Umum berhasil menyelesaikan 6.797 perkara, Pengadilan Agama dan
Mahkamah Syar’iyah berhasilmenyelesaikan 81.802 perkara dan Pengadilan Tata
Usaha Negara berhasil menyelesaikan 47perkara.

Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan
terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat
dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan
advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses
penyelesaian perkara, tahun 2015-2018 untuk lingkungan peradilan umum
berhasil memberikan jumlah layanan kepada 34.007 orang, sedangkan di tahun
2019 peradilan umum berhasil memberikan 80.066 jam layanan. Di lingkungan
peradilan agama dan Mahkamah Syariah berhasil memberikan layanan kepada
737.182 orang, sedangkan peradilan tata usaha negara berhasil memberikan

layanan untuk 1.173 orang.
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Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan baik didalam maupun di luar
negeri jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Untuk lingkungan
peradilan umum jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar
pengadikan dari tahun 2015-2019 sebanyak 83.419 perkara. Sedangkan di
lingkungan peradilan agama sebanyak 256.348 perkara dan peradilan militer
sebanyak 1.000 perkara.

Restoratif Justice

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk
pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan
tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada
perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini restorative
justice pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan
anak pelaku kejahatan sebagai korban. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak.

Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan
ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru
dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga,
PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim
dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat
hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung
diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan
Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan
adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah
Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun
dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan

dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data.
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Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun

2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan

Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran

strategis sebagai berikut:

1.
Z;
3
4,

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai

berikut:

Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Pembatasan perkara kasasi;

Proses berperkara yang sederhana dan murah

Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)

Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
Penyempurnaan penerapan sistem kamar

Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.

Hak uji materiil

Penguatan lembaga eksekusi

Keberlanjutan e-Court

SPPT TI

Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan
Peradilan.

Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang
berkualitas.

Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

it
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1.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI DOBO

Pengadilan Negeri Dobo dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI
dalam mencapai sasaran di bidang hukum sesuai dengan kebijkan nasional telah
menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga.

Pengadilan Negeri Dobo menetapkan 4 (empat) sasaran strategi yang terdiri
dari:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

4, Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Untuk mewujudkan sasaran strategi tersebut, maka Pengadilan Negeri Dobo
membuat arahan kebijakan yang disesuaikan dengan program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh setiap bagian di Pengadilan Negeri Dobo. Adapun arah kebijakan

tersebut adalah :

1) Sasaran Strategis 1 :Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan
dan akuntabel.
Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti,
transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
a. Peningkatan penyelesaian perkara
b. Peningkatan disiplin kerja dalam manajemen perkara (penginputan
Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara)

c. Adanya mekanisme penanganan pengaduan.

2) Sasaran Startegis 2 :Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian
perkara
Untuk mewujudkan sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan
penyelesaian perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
Penguasaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya
b. Memiliki standar pelayanan bagi para pencari keadilan, mengatur

dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun
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3) Sasaran Strategis 3 :Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat

miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya akses peradilan bagi
masyarakat miskin dan terpinggirkan, ditetapkan arah kebijakan sebagai
berikut :

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin;

b. Sidang keliling/zitting plaatz;

c. Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

4) Sasaran Strategis 4 :Meningkatnya Kkepatuhan terhadap putusan
pengadilan

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan
pengadilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah agung Nomor : 2 tahun

2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan

Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan

bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling

lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada

Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan,

ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi, Pengadilan Negeri

Dobo senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan

perkara.

1.3. KERANGKA REGULASI

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya baik dalam bidang teknis
peradilan maupun kesekretariatan demi mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran
strategis Pengadilan Negeri Dobo yang tertuang dalam rencana strategis 2020-
2024, tetap berpegang dan sejalan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.
Dan pelaksanaanya tetap berpedoman pada 8 (delapan) area Reformasi Birokrasi
yaitu :

1. Area Manajemen Perubahan

2. Area Penataan Peraturan Perundang-undangan

3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi

1<
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8.

Area Penataan Tata Laksana

Area Penataan Sistem Sumber Daya Manusia

Area Penguatan Akuntabilitas

Area Penguatan Pengawasan

Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sehingga pelaksanaan tugas tidak menyimpang dan saling tumpang tindih.

Berikut kerangka regulasi yang ditetapkan pada Pengadilan Negeri Dobo

Tahun 2019 pada 8 (delapan) area Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Area Manajemen Perubahan

10.

11.

06/KPN/SK/02/2021
05/KPN/SK/02/2021
32/KPN/SK/02/2021

33/KPN/SK/02/2021

33/KPN/SK/02/2021
22/KPN/SK/02/2021

36/KPN/SK/02/2021

30/KPN/SK/02/2021

23/KPN/SK/02/2021

35/KPN/SK/02/2021

39/KPN/SK/02/2021

Perihal :
Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pada Pengadilan
Negeri Dobo
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan
Negeri Dobo Tahun 2019
Penetapan Role Model Pada Pengadilan Negeri Dobo

Penetapan Agen Perubahan Pada Pengadilan Negeri
Dobo
Standar Pelayanan Peradilan Pengadilan Negeri Dobo;

Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Negeri Dobo;
Penunjukan Admin dan operator Sistem informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) Pada Pengadilan Negeri
Dobo;

Penunjukan Operator Aplikasi pada Sub Bagian
Perencanaan, Teknologi Informasi (TI) dan Pelaporan
Pengadilan Negeri Dobo;

Penunjukan Operator Aplikasi Pada Sub Bagian
Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan
Negeri Dobo;

Penunjukan Tim Penanganan Pengaduan Pada
Pengadilan Negeri Dobo;

Penunjukan Petugas Meja Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Dobo;

2. AreaPenataan Peraturan Perundang-Undangan

30/KPN/SK/02/2021

Perihal

Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan
Kepentingan Di Lingkungan Pengadilan Negeri Dobo
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37/KPN/SK/02/2021 Penunjukan Tim Hakim Pengawas Bidang Pada
Pengadilan Negeri Dobo

a. Penataan dan Penguatan Organisasi

i 21/KPN/SK/02/2021 Pembentukan Tim Manajemen Resiko Pengadilan Negeri
Dobo Tahun Anggaran 2021

b. Area Penataan Tata Laksana

41/KPN/SK/02/2021 Pembentukan Tim Reviu dan Revisi Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pada Pengadilan Negeri Dobo

10/KPN/SK/02/2021 Pembentukan Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Pengadilan Negeri Dobo

09/KPN/SK/02/2021 Pembentukan Tim Indikator Kinerja Utama Pengadilan
Negeri Dobo;

C. Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

01/KPN/SK/01/2021 Pendelegasian Tugas dan Wewenang Ketua Pengadilan
Negeri Dobo Kepada Wakil ketua Pengadilan Negeri Dobo

13/KPN/SK/02/2021 Penempatan Tenaga Honor di Bagian-bagian pada
Pengadilan Negeri Dobo;

d. Area Penguatan Akuntabilitas

41/KPN/SK/02/2021 Pembentukan Tim Reviu dan Revisi Standar Operasional

Prosedur (SOP) Pada Pengadilan Negeri Dobo

e. AreaPenguatan Pengawasan

PN s N SIS Ee B e A o Perihals e NS

41/KPN/SK/02/2021 Pembentukan Tim Reviu dan Revisi Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pada Pengadilan Negeri Dobo

26/KPN/SK/02/2021 Standar Pelayanan Peradilan Pengadilan Negeri Dobo;
f. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

06/KPN/SK/02/2021 Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pada Pengadilan
Negeri Dobo
26/KPN/SK/02/2021 Standar Pelayanan Peradilan Pengadilan Negeri Dobo;
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1.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Negeri Dobo adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada
peradilan umum tingkat pertama, yang bertugas menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok
menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang
diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus
didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan
Negeri Dobo Kelas II dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua dengan
dibantu bagian Kepaniteraan dan Bagian Kesekretariatan

Mengenai organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan
peradilan telah diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

A. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas Il

Pasal 70:

(1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas Il adalah aparatur tata usaha negara
yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung
jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas Il

(2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas Il dipimpin oleh Panitera.

Pasal 71:

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas Il mempunyai tugas melaksanakan

pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta
menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara

Pasal 73 :

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

1. Panitera Muda Perdata;

2. Panitera Muda Pidana;

3. Panitera Muda Khusus; dan

4. Panitera Muda Hukum
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Pasal 74 :

Panitera Pengadilan Negeri Kelas Il mempunyai tugas melaksanakan pemberian
dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-
surat yang berkaitan dengan perkara

Pasal 76 :

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di
bidang perdata

Pasal 78 :

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di
bidang pidana

Pasal 80 :

Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di
bidang perkara khusus, antara lain perkara niaga, penyelesaian perselisihan
hubungan industrial, tindak pidana korupsi, hak asasi manusia dan perikanan serta
perkara khusus lainnya yang diperlukan

Pasal 83 :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan
dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI KELAS II

PANITERA
i |
I [ ] [ l ] [ I
| PANITERAMUDA = | PANITERA MUDA | | PANITERA MUDA

HUKUM ; ' PIDANA PERDATA

} | i
L § I

Kelompok Jabatan Fungsional

Panitera Pengganti
- Jurusita
Pranata Peradilan
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B. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II
Pasal 70:
(1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas Il adalah aparatur tata usaha
negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan
tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas Il

(2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas Il dipimpin oleh Sekretaris

Pasal 287 :

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan
pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber
daya manusia, serta sarana dan prasarana dilingkungan Pengadilan Negeri

Kelas I1

Pasal 289 :

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas 1], terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan

c. Subbagian Umum dan Keuangan

Pasal 290 :

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan
anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan

pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan

Pasal 291 :
Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan

organisasi dan tata laksana

Pasal 292 :
Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
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keamanan, Kkeprotokolan, hubungan masyarakat,

pengelolaan keuangan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

perpustakaan, serta

KESEKRETARIATAN PENGADILAN NEGERI KELAS II

|
| SEKRETARIS
|
|
| f E
KASUBAG l KASUBAG | | |
PERENCANAAN, KEPEGAWAIAN, = | | I;ﬁ”:gg Al;?gil: |
TI DAN | ORGANISASIDAN = |
PELAPORAN | TATA LAKSANA | |

Kelompok Jabatan Fungsional

- Pranata Peradilan
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI KELAS II
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Dobo

memiliki 3 program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan dan Kesekretariatan, dengan sasaran

program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program

Peningkatan
manajemen peradilan

umum

Indikator

Meningkatnya
Layanan Pos Bantuan

Hukum

Meningkatnya
penyelesaian perkara
diluar gedung
pengadilan
Meningkatnya
penyelesaian perkara
tepat waktu
Meningkatnya
penyelesaian perkara
prodeo

2020

240
Jam
Layanan

Perkara

50
Perkara

Perkara

2021

240
Jam
Layanan

Perkara

60
Perkara

Perkara

2022 2023
240 240
Jam Jam

Layanan Layanan

Perkara  Perkara

60 60
Perkara  Perkara

Perkara  Perkara

2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

2024

240
Jam
Layanan

Perkara

64
Perkara

Perkara

Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan, dengan sasaran program dan

indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program

Pembinaan
administrasi dan

pengelolan kenangan

Tersedianya layanan
dukungan manajemen
Pengadilan

Tersedianya Layanan
Perkantoran

2020

12
Bulan
Layanan

12
Bulan
Layanan

2021

12
Bulan
Layanan

12
Bulan

Layanan

2022 2023
12 12
Bulan Bulan

Layanan Layanan

12 12
Bulan Bulan

Layanan Layanan

2024

12
Bulan
Layanan

12
Bulan
Layanan
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3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan, dengan sasaran program dan
indikator program sebagai berikut :

s Indikator
asaran Program 2020 2021 2022 2023 2024

Pembinaan Pengadaan Sarana

dan Prasarana di 2 5 e i 4

Lingkungan Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan
o BT IGTE RN Mahkamah Agung

administrasi dan

B. Kerangka Pendanaan

Demi terlaksananya sasaran program pada Pengadilan Negeri Dobo
sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana strategis 2020-2024, tentu perlu
adanya ketersediaan anggaran yang memadai yang penyelenggaraannya
dikelola oleh bagian kesekretariatan sebagai supporting unit.

Berikut ini kami sampaikan kerangka pendaanaan Pengadilan Negeri Dobo
baik itu untuk Tahun Anggaran 2021 yang telah terealisasi dengan baik maupun
untuk pelaksanaan program Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

B.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2021

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Tahun 2021

Sasaran Program Indikator Pa .
gu sp Sisa Persentase
Pagu Awal Revisi Redlizasi Anggaran  Realisasi
Peningkatan
manajemen
peradilan umum Pos Bantuan Hukum  24.000.000 - 24.000.000 0 100 %
Perkara Hukum
Perorangan 28:450.000 : 26.890.000 1.560.000 94.52%
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b. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya
Tahun 2021
Sasaran Indikat
Program weaa Pagu Awal Realisasi Sisa Anggaran P;:ﬁ;ﬁe
(Rp) (Rp) (Rp) %
Pembinaan Tersedianya
administrasi {ayanan
dukungan
CEVETEEANIELE  manajemen 8.600.000 8.600.000 0 100 %
K Pengadilan
euangan
Tersedianya
Layanan
Perkantoran
3.885.508.000 3.470.460.883 415.047.117 89,32 %

¢. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung
Tahun 2020

Sasaran Program Indikator Bagu Aiwal Roalisast ; Sisa Persepta.s:e
(Rp) (Rp) nggaran Realisasi
(Rp) %
Peningkatan sarana
) . Pengadaan Sarana
danc prasatana. - di dan Prasarana di
25.000.000 25.000.000 0.0 100%

lingkungan Lingkungan
Mahkamah Agung

Mahkamah Agung
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| PONDMASTRNTGSPEIGADLANNEGERIOOGD  TAHUN 2070- 2024

PENUTUP

Rencana Strategi Pengadilan Negeri Dobo tahun 2020 - 2024 disusun dengan
mengacu pada Rencana Strategi Mahkamah Agung RI tahun 2020 -2024. Selain itu
penyusunan Rencana Strategi ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum,
politik dan sosial yang berkembang di Kabupaten Kepulauan Aru. Dokumen Rencana
Strategis Pengadilan Negeri Dobo Tahun 2020-2024 ini yang akan digunakan sebagai
acuan dalam penyusunan program/ kegiatan Pengadilan Negeri Dobo.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Dobo Tahun 2020-2024 diarahkan untuk
merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan
lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra
ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah,
peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama
kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang
diharapkan.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Negeri Dobo
pada periode 2020-2024 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan
misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dobo untuk
periode 2020-2024.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Dobo harus terus disempurnakan dari waktu
kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan.
Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam
melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan
Negeri Dobo memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah,
tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi

Pengadilan Negeri Dobo dapat terwujud dengan baik.
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Terwujudnya
proses peradilan
yang pasti,
transparan dan
akuntabel

Peningkatan
efektivitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

Rencana Strategi Pengadilan Negeri Dobo

2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI DOBO

a. Persentase sisa perkara
yang diselesaikan :
- Perdata
- Pidana

b. Persentase perkara:
- Perdata
- Pidana
yang diselesaikan tepat
waktu

c. Persentase
penurunansisa perkara :
- Perdata
- Pidana

d. Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum :

- Banding

- Kasasi

- PK
Persentase perkara
pidana anak yang
deselesaikan dengan
diversi

o

=

Index responden pencari
keadilan yang puas
terhadap layanan
peradilan

a, Persentase isi putusan
yang diterima oleh para
pihak tepat waktu

=

Persentasi perkara yabg
diselesaikan melalui
mediasi

Persentase berkas
perkara yang diajukan
banding, kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat
waktu

o

Perbandinganantara jumlah sisa
perkara yang diselesaikan dengan
jumlah sisa perkara yang harus
diselesaikan

Perbandinganantara jumlah
perkara yang diselesaikan tahun
berjalan dengan jumlah perkara
yang ada

Perbandingananatara sisa perkara
tahun berjalan dangan sisa perkara
tahun sebelumnya

Perbandinganantara jumlah
perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum dengan jumlah
putusan perkara

Perbandinganantara jumlah
perkara pidana anak yang
diselesaikan secara diversi dangan
jumlah perkara pidana anak

Index kepuasan pencari keadilan

Perbandinganantara jumlah isi
putusan yang diterima tepat waktu
dengan jumlah putusan

Perbandingan antara jumlah
perkara yang diselesaikan melalui
mediasi dengan jumlah perkara
yang dilakukan mediasi

Perbandingan antara jumlah berkas
perkara yang diajukan banding,
kasasi dan PK secara lengkap
dengan Jumlah perkara yang
dimohonkan banding, kasasi dan
PK

NERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG
JAWARB

Panitera

Panitera

Panitera

Panitera

Panitera

Panitera

Panitera

Panitera

Panitera

LaporanBulanan
dan
Laporan Tahunan

LaporanBulanan
dan
LaporanTahunan

LaporanBulanan
dan
LaporanTahunan

LaporanBulanan
dan
LaporanTahunan

LaporanBulanan
dan
Laporan Tahunan

LaporanSemesteran
Dan
Laporan Tahunan

LaporanBulanan
dan
Laporan Tahunan

LaporanBulanan
dan
Laporan Tahunan

LaporanBulanan
Dan
Laporan Tahunan



Meningkatnya
akses peradilan
bagi masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan

Rencana Strategi Pengadilan Negeri Dobo

2020-2024

d. Persentase putusan
perkara yang menarik
perhatian masyarakat
yang dpat di akses
secara online dalam
waktu 1 hari setelah
diputus

a. Persentase perkara
prodeo yang
diselesaikan

b. Persentase perkara yang
diselesaikan di luar
gedung pengadilan

c. Persentase pencari
keadilan golongan
tertentu yang mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)

Persentase putusan perkara
yang ditindaklanjuti (di
eksekusi)

Perbandingan antara jumlah
putusan perkara tipikor yang di
upload dalam website dengan
jumlah perkara tipikor yang
diputus

Perbandingan antara jumlah
perkara prodeo yang diselesaikan
dengan jumlah perkara prodeo

Perbandingan antara jumlah
perkara yang diselesaikan di luar
gedung pengadilan dengan jumlah
perkara yang seharusnya
diselesaikan di luar gedung
pengadilan

Perbandingan antara jumlah
pencari keadilan golongan tertentu
yang mendapatkan layanan bantuan
hukum dengan jumlah pencari
keadilan golongan tertentu

Perbandingan antara jumlah
putusan perkara yang
ditindaklanjuti dengan jumlah
putusan perkara yang sudah BHT

Panitera

Panitera

Panitera

Panitera

Panitera

LaporanBulanan
Dan
Laporan Tahunan

LaporanBulanan
dan
Laporan Tahunan

LaporanBulanan
dan
Laporan Tahunan

LaporanBulanan
Dan
Laporan Tahunan

LaporanBulanan
Dan
Laporan Tahunan
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PENGADILAN NEGERI DOBO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DOBO

NOMOR : 08/KPN/SK/01/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGI 2020-2024

Menimbang

Mengingat

PENGADILAN NEGERI DOBO

KETUA PENGADILAN NEGERI DOBO

Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (2015-2019) dan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (2010-2035);

Bahwa telah terjadi perubahan Rencana Strategi 2020-2024
Pengadilan Negeri Dobo;

Bahwa untuk menentukan Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan
Negeri Dobo tahun 2022 diperlukan Reviu Rencana Strategi
2020-2024;

Bahwa untuk menyusun Reviu Rencana Strategi perlu
membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategi Tahun 2020-
2024;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2008;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 19.86
tentang Peradilan Umum sebgaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun
2009;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah.



" MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DOBO TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGI 2020-
2024 PENGADILAN NEGERI DOBO.

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor
11/KPN/SK/02/2021 tanggal 03 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim
Penyusun Rencana Strategi 2020-2024 Pengadilan Negeri Dobo.

Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Reviu Rencana
Strategi 2020-2024 Pengadilan Negeri Dobo;

Tim kerja menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan
Negeri Dobo;

Setelah selesai melaksanakan penyusunan Reviu Rencana Strategi
2020-2024 segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Dobo:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebaqaimana
mestinya.

di Dobo
anuari 2022



Pembina
Penanggung Jawab
Pengarah
Sekretaris

Anggota

Operator

LAMPIRAN :  Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dobo
Nomor : 08 / KPN/SK/01/2022 Tanggal 28 Januari 2022
Tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategi
2020-2024 Pengadilan Negeri Dobo

. Ketua Pengadilan Negeri Dobo

: Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo
: Panitera Pengadilan Negeri Dobo

. Sekretaris Pengadilan Negeri Dobo

1. Humas Pengadilan Negeri Dobo

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan
Pelaporan

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Hukum

W N

N B

: Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan.
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UNDANGAN RAPAT PENYUSUNAN RENCANA

STRATEGIS (RENSTRA) Tanggal 21 JANUARI 2022
Jl. Ali Moertopo, Dobo. Telp. (0917) 21295
I oel‘(e;lf;au:n Aru 97662 Halaman

Dobo, 21 Januari 2022

Kepada Yth.

1. Para Hakim

2. Panitera dan Sekretaris
3. Para Panitera Muda

4., Para Kepala Sub Bagian

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Penyusunan Rencana Strategis
(RENSTRA) Pengadilan Negeri Dobo yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin

Tanggal . 24 Januari 2022

Waktu : 09.00 WIT s/d Selesai

Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Negeri Dobo
Agenda : Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

Mengingat pentingnya Rapat tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen PROSEDUR MUTU
TAPM. @ All Rights Reserved
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DAFTAR HADIR RAPAT PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Tanggal 24 JANUARI 2022

JI. Ali Moertopo, Dobo. Telp. (0917) 21295
Kepulauan Aru 97662 Halaman 1 of 1

HARI'TANGGAL :SENIN /24 JANUARI 2022
TEMPAT : RUANG MEDIA CENTER PENGADILAN NEGERI DOBO

AGENDA : PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
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PROSEDUR MUTU
TAPM. @ All Rights Reserved

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen ini Tanpa Persetujuan Manajemen



MAHKAMAH AGUNG R.I.
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu
Pengadilan Negeri Dobo Kelas I

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN NEGERI DOBO

Email : PN_Dobo@yahoo.com
MALUKU 97662

HARI/ TANGGAL RAPAT Senin, 24 Januari 2022

LOKASI RAPAT

NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN REVIU

JIn. Ali Moertopo, Dobo - Kabupaten Kepulaun Aru

Nomor -

Revisi -

Tanggal 24 Januari 2022

Halaman 1 of 3

KETERANGAN LAMPIRAN

Ruang Media Center Pengadilan Negeri Dobo v DAFTAR HADIR

MULAI WAKTU RAPAT 09:00 SELESAI 10.30 INTERNAL MEMO
Rapat Penyusunan Reviu Rencana
POKOK BAHASAN RAPAT 1 Strategis (RENSTRA) Beri Tanda berikut \I
PIMPINAN RAPAT 2 MAIU PURBA, S.H.
NOTULEN 3  ANDI AGUNG, A .Md.
BAHASAN MATERI RAPAT
CATATAN KESIMPULAN

Pembukaan Rapat Penyusunan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA)
Pengadilan Negeri Dobo dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo
Bapak Maju Purba, S.H :

1.

Rapat dimulai dengan pertama-tama memanjatkan puji dan
syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatNya
Rapat Penyusunan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA)
Pengadilan Negeri Dobo dapat dilangsungkan, dengan
mengucapkan terima kasih kepada para bagian terkait yang telah
melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah meluangkan
waktu untuk mengikuti rapat bersama.

Ketua Pengadilan Negeri Dobo membuka rapat dengan
mensosialisasikan terhadap Perma Nomor 7, 8, dan 9 tahun
2016 tentang Pengawasan Dan Kedisiplinan Aparatur
Pengadilan dan Maklumat Nomor 1 tahun 2017 untuk lebih
waspada terhadap pelayanan di Pengadilan.

Sebelum membuka Rapat Bulanan, Ketua Pengadilan Negeri
Dobo menyampaikan terkait penerapan protokol kesehatan di
area kantor Pengadilan Negeri Dobo baik untuk seluruh aparatur
Pengadilan Negeri Dobo maupun Para Pengujung di Pengadilan
negeri Dobo.

Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Dobo membuka rapat
dengan menyampaikan topik pembahasan yaitu Penyusunan
Reviu Rencana Strategis (RENSTRA);

Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Dobo memberikan
kesempatan kepada bagian PTIP untuk menyampaikan data-

Milaranm Mananandalan 7 Lianacma umen Ini Tanpa Persetuiya
Uifarang vienggandakan / iviengcopy L'okumen r r anr

Dari Rapat Penyusunan Reviu Rencana
Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri
Dobo yang dilaksanakan pada 24 Januari
2022 dapat disimpulkan bahwa dokumen
RENSTRA Pengadilan Negeri Dobo telah
selesai disusun siap untuk dikirim.

PROSEDURMUTU
TAPM.F.PM.05.03-Rev.01@ All Rights Reserve
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PENGADILAN NEGERI DOBO

Jin. Ali Moertopo, Dobo — Kabupaten Kepulaun Aru
Email : PN_Dobo@yahoo.com
MALUKU 97662

Halaman 2of 3

data pada Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) pengadilan

Negeri Dobo;

6. Selanjutnya Kasubbag PTIP Bapak Damianus J. Koryesin
memaparkan dokumen Reviu Rencana Strategis (RENSTRA)
2020 -2024 yang telah disusun, dimana tidak banyak mengalami
perubahan dari sebelumnya hanya pada bagian sturktur
pegawai, perubahan data kerangka regulasi dari SK 2020
menjadi SK 2021, dan Kerangka pendanaan menggunakan
Anggaran tahun 2020 menjadi Anggaran tahun 2021;

7. Selanjutnya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo Bapak Bukti
Firmansyah S.H., M.H. menanggapi terkait data SK-SK yang ada
pada kerangka regulasi untuk dipastikan kesesuaian nama dan
penomorannya, serta memastikan struktur pegawai sudah
menggunakan data terupdate. Kemudian ditanggapi sebagai
berikut :

1) Bapak Damianus J. Koryesin S.Kom : Terkait data-data SK
dan sturktur pegawai sudah kami lakukan reviu dan telah
menggunakan data terbaru serta akan dilakukan
pemeriksaan kembali.

8. Bapak Lukmen Yogie Sinaga, S.H. : Terkait Target-target yang
ada pada RENSTRA agar disesuaikan dengan kondisi kantor
kita, dikarenakan penyusunan SKP sudah mengacu pada
RESNTRA dan IKU. Kemudian ditanggapi sebagai berikut :

1) Bapak Damianus J. Koryesin : Terkait target-tergat yang ada
pada RENSTRA sudah kami sesuaikan dengan kondisi
beberapa tahun terkahir.

9. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Dobo mengucapkan terima
kasih dan menutup rapat dan kembali mengingatkan untuk tetap
menjaga kedisiplinan dan ketertiban, serta tetap memperhatikan
pengisian rutin LLK dan tetap menjaga kedisiplinan absensi
manual dan digital.

TANDA TANGAN DIPERIKSA
WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI DOBO

DIBUAT NOTULEN

UKTI FIRMANSYAH, S.H., M.H.

T e e B e o e e o PROSEDURMUTU
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen .
: ks TAPM.F.PM.05.03-Rev.01@ All Rights Reserve
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Foto Dokumentasi

PROSEDURMUTU

Dit. Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
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PENGADILAN NEGERI DOBO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DOBO

NOMOR: 11 /KPN/SK/02/2022

TENTANG

PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 - 2024

Menimbang

Mengingat

PADA PENGADILAN NEGERI DOBO

KETUA PENGADILAN NEGERI DOBO

Bahwa Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dobo perlu dilakukan
reviu mengingat adanya perubahan kebijakan, strategi, dan
lingkungan strategis, serta perlunya identifikasi program prioritas

yang harus diselesaikan;

Bahwa perlu ditetapkan Reviu Rencana Strategis Pengadilan
Negeri Dobo Tahun 2020 - 2024.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM
Nasional) Tahun 2020 - 2024,

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Republik Indonesia dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024;

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 9 Tahun 2022
tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan
Negeri Dobo;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DOBO TENTANG
PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024
PENGADILAN NEGERI DOBO

Memberlakukan Reviu Rencana Strategis Pada Pengadilan Negeri
Dobo Tahun 2020-2024.

Memerintahkan kepada seluruh pegawai Pengadilan Negeri Dobo
untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan untuk tercapainya visi,
misi, tujuan dan sasaran yang dimaksud dalam Reviu Rencana

Strategis 2020-2024.

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ngegl” : 14 Februari 2022
'NGADILAN NEGERI DOBO
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